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ABSTRAK
Pelindungan data pribadi merupakan manifestasi kewajiban konstitusional negara 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 
PDP) menandai tonggak penting dalam pembentukan rezim pelindungan data 
pribadi di Indonesia. UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas 
yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki kewenangan 
komprehensif, meliputi pengawasan, investigasi, penjatuhan sanksi administratif, 
penetapan kebijakan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa. Namun, hingga saat 
ini lembaga tersebut belum terbentuk sehingga pengawasan pelindungan data 
pribadi dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital berdasarkan regulasi 
sektoral yang dipertahankan melalui Pasal 75 UU PDP. Penelitian ini bertujuan 
mengkaji kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pengawasan 
pelindungan data pribadi di tengah ketiadaan lembaga pengawas independen, serta 
menganalisis kesenjangan antara kewenangan yang diamanatkan UU PDP dengan 
kewenangan yang dimiliki Kementerian tersebut. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan 
Kementerian Komunikasi dan Digital bersifat sektoral dan terbatas pada kerangka 
UU ITE, sehingga tidak mencakup seluruh fungsi pengawasan yang dikonstruksi 
UU PDP. Ketiadaan atribusi langsung dari UU PDP kepada Kementerian ini 
berimplikasi pada kerawanan yuridis tindakan pengawasan yang dilakukan dan 
menciptakan ketidakpastian hukum bagi subjek data pribadi.
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